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PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06/PER/M.KUKM/II1/2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH NOMOR 10/PER/M.KUKM/IX/2014 TENTANG TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3
ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 109
Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah, telah diatur pelaksanaan pemberian
tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan kinerja
pegawai, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
10/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang Tunjangan Kinerja
bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
10/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang Tunjangan Kinerja
bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 128);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
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Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3135);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 84
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 189);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2014 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 233);
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 106);

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menegah;

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah  Nomor 07/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang
Hari Kerja dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
12/PER/M.KUKM/XI/2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor O07/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang

Hari Kerja dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian
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Menetapkan

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 10/PER/M.KUKM/IX/2014 TENTANG TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK
INDONESIA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2014
tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1624), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.

2. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah
dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga
Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
(1) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
huruf a dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja
sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari

tidak masuk kerja.



